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MK Bacakan Putusan Uji Materi UU KUHAP

Jakarta, 20 Februari 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Rabu (20/02), pukul 13.30 WIB
dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara
9/PUU-XVI1/2019 ini diajukan oleh Azam Khan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 77
huruf a.

Pada sidang sebelumnya (7/02), Pemohon menjelaskan bahwa dirinya kehilangan hak kontrol
dalam proses hukum acara pidana sebagai Pelapor karena diberlakukannya pasal a quo. Menurut
Pemohon, laporan yang dibuat oleh Pemohon dihentikan dalam proses penyelidikan dan
praperadilan Pemohon ditolak karena penghentian penyidikan bukan merupakan objek
praperadilan.

Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa “penghentian
penyidikan” telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi kontrol dalam proses penegakan
hukum acara pidana. Hal itu dikarenakan penyidikan bukan merupakan proses yang dapat

dipisahkan dari penyelidikan.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan Pemohon
untuk melampirkan bukti-bukti yang menjadi dasar Pemohon merasa dirugikan. Sedangkan Hakim

Konstitusi Manahan meminta Pemohon untuk lebih menegaskan legal standing dari Pemohon.

Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (20/2), kuasa hukum Pemohon, Arvid
Martdwisaktyo, menjelaskan beberapa poin perbaikan, di antaranya Pemohon memperdalam
terkait pengertian “penyidikan” dan “penyelidikan”. “Terkait Pasal 5 KUHAP, kami paparkan bahwa
penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan merupakan
satu rangkaian,” jelasnya. (ASF/MHM/AS)
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